BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh tentang penyelesaian tindakan kekerasan

seksual terhadap anak dalam perspektif hukum adat Minangkabau dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Eksistensi  sanksi adat terhadap pelaku yang  melakukan
kekerasan/perzinaan dalam hukum adat. Buang sepanjang adat: a) Buang
siriah, b) Buang biliah, ¢) Buang tikarang, d) Buang daki, Dan juga
ancaman atau sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan seksual berupa
hukuman denda sekor kerbau dan membayar sejumlah uang yang telah di
tetapkan oleh pamuka adat. Denda merupakan sebagai pengganti hukuman
yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum adat.
Jumlah denda tergantung dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan.
Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dalam kasus tindakan kekerasan
seksual hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dibuang dari nagari dan
tidak boleh kembali lagi kenagari. Eksistensi adat lebih berpedoman untuk
menegakkan dan menjamin tingkah laku kesopanan dalam kehidupan
masyarakat.

Undang-undang yang terdapat dalam hukum adat Minangkabau yaitu
Undang-undang Nan Duo Puluh seperti yang terdapat dalam KUHP Pasal
284 tentang perzinaan. di Undang-undang Nan Duo Puluh disebut dengan
perbuatan “sumbang salah”. Setiap keputusan adat diputuskan oleh

Kerapatan Adat Nagari yang mengadili seluruh perkara yang terdapat



B. Saran

dalam Undang-undang Nan Duo Puluh. Proses penyelesaian tindak
kekerasan seksual dalam hukum adat Minangkabau dikenal dengan adanya
tingkatan peradilan yaitu dilakukan dengan cara musyawarah kaum atau
keluarga yang di hadiri Ninik mamak kedua belah pihak, musyawarah

melalui lembaga jorong, musyawarah kerapatan nagari/ pemangku adat.

Adapun saran yang di sampaikan terhadap masalah yang telah diuraikan

antara lain:

1.

Kepada masyarakat terutama pada anak-anak perempuan, harus selalu
waspada mencari berteman dalam pergaulan dan selalu memperhatikan
lingkungan yang menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan seksual
(pemerkosaan)

Dengan meningkatnya tindakan kekerasan seksual dimana-mana, maka
diharapkan penegak hukum agar dapat memberikan sanksi atau hukuman
yang berat kepada pelaku kejahatan seksual pada anak di bawah umur.
Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau korban yang
menjadi tindak kekerasan seksual dan menegakkan hukum sesuai dengan
pelaku tanpa memandang siapapun juga. Serta memberikan penerapan
hukum yang lebih berat.

Kepada mahasiswa fakultas hukum Universitas Bung Hatta agar dapat
melakukan sosialisasi yang lebih mendalam dalam masalah kekerasan
seksual khususnya pemerkosaan pada anak di bawah umur yang dapat
menimbulkan berbagai kejahatan baik dalam hukum positif maupun

hukum adat.



5. Diharapkan Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan dan menjaga
anak-anaknya dalam pergaulan yang akan mengakibatkan terjadinya

tindakan kekerasan.
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